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ABSTRAK 

Jual beli merupakan transaksi yang dilakukan oleh pihak penawar atas 

barang atau jasa kepada pihak lain (pembeli). Jual beli tanah pada prakteknya 

dapat di lakukan dengan dan tanpa bantuan PPAT. Sebagaimana penelitian ini 

dilakukan dengan menganalisis jual beli tanah yang dilakukan tanpa akta PPAT. 

Jual beli Tanah dalam Islam juga memiliki ketentuan dan syarat yang harus 

ditempuh. Seperti ketika melakukan jual beli harus mengutamakan kemaslahatan 

dari pada menimbulkan mafsadah. Karena tanah merupakan aset yang sampai 

kapanpun akan menjadi hak paten milik atas seseorang. Maka kemudian penting 

bagi masing-masing individu yang hendak melakukan jual beli tanah untuk 

mengutamakan maslahah. Kajian ini mambahasnya lebih detail mengenai 

bagaimana Jual Beli tanah yang dilakukan tanpa akta Pejabat Pembuat Akta 

Tanah (PPAT)? 

Metode penelitian ini merupakan  literatur review (studi literer), arti dari 

penelitian literatur review adalah adalah pendekatan sistematis untuk 

mengumpulkan, menilai, dan mensintesis temuan penelitian atau literatur yang 

relevan dalam bidang tertentu. Tetapi dalam studi ini sejalan dengan jenis studi 

penelitian lapangan yang dikenal sebagai "Field Research," yang merupakan studi 

sistematis yang melibatkan pengumpulan data dari area studi. Pendekatan yang 

digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah jenis analisis sosiologis normatif 

yuridis. Teori yang digunakan juga meliputi teori Mafsadah dan teori Saddu 

dzariah sebagai hukum islamnya dan untuk hukum perdata mengacu pada bagian 

1320 KUH-Perdata yang menjelaskan mengenai syarat syah nya jual beli tanah  

Hasil penelitian menujukan bahwa jual beli yang dibuat tidak dihadapan 

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau tanpa menggunakan bantuan Akta 

PPAT tidak memiliki nilai keabsahan, akan tetapi jika ditelaah lebih dalam, jual 

beli tanpa adanya akta PPAT banyak mengalami resiko, salah stunya yaitu 

terjadinya sengketa, tidak adil, gharar dan perebutan hak atas tanah. Maka 

kemudian untuk menyelesaikan kasus ini kemudian dapat dilakukan dengan 

meminta bantuan PPAT yaitu di lakukan dengan melakukan pendaftaran atas 

tanah di kantor pertanahan. Dalam hukum Islam kasus jual beli tanah tanpa akta 

PPAT ini disinyalir banyak memunculkan mafsadah. Tujuan dari pendaftaran 

tanah yaitu untuk mengurangi kemafsadahan atas suatu hak tanah. Jika tanah 

sudah memiliki hak terhadap kepemilikan tanah maka akan dapat memunculkan 

kemaslahatan. 

Kata Kunci: Jual Beli Tanah, Akta PPAT, Hukum Islam. 

  



 
 

ii 
 

ABSTRACT 

Sale and purchase is a transaction carried out by a bidder for goods or 

services to another party (buyer). Land sale and purchase in practice can be done 

with and without the help of PPAT. As this research is conducted by analyzing the 

sale and purchase of land carried out without a PPAT deed. Land sale and 

purchase in Islam also has provisions and conditions that must be taken. Such as 

when buying and selling must prioritize the benefit rather than causing mafsadah. 

Because land is an asset that will forever be a patent belonging to someone. So 

then it is important for each individual who wants to buy and sell land to prioritize 

maslahah. This study discusses in more detail how the sale and purchase of land 

is carried out without the deed of a Land Deed Official (PPAT)? 

This research method uses the type of field research (Field research). The 

approach used in the preparation of this thesis is the type of juridical normative 

sociological analysis. 

The results of the study indicate that the sale and purchase made not in 

front of a Land Deed Official (PPAT) or without using the help of a PPAT Deed 

has a validity value, but if examined more deeply, the sale and purchase without a 

PPAT deed has many risks, one of which is the occurrence of disputes, unfairness, 

gharar and seizure of land rights. So then to resolve this case, it can then be done 

by asking for PPAT assistance, which is done by registering the land at the land 

office. In Islamic law, the case of buying and selling land without a PPAT deed is 

allegedly causing a lot of mafsadah. The purpose of land registration is to reduce 

the misfortune of a land right. If the land already has rights to land ownership, it 

will be able to bring benefits.  

Keywords: Land Sale and Purchase, PPAT Deed, Islamic Law.
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MOTTO  

 

Di dalam hidup saya,  

Saya tidak akan pernah berbuat buruk terhadap siapapun 

Karena saya tidak ingin, 

Diperlakukan buruk pula Oleh siapapun. 

 

 

 

“Barang siapa yang menghina saudaranya karena perbuatan dosa 

yang diperbuatnya, dia tidak akan mati sehingga melakukan 

perbuatan dosa itu.” 

(HR. Al-Tirmidzi, al-Tbabrani, dan Ibu Abi al-Dunya dari hadits 

Mu’adz bin jabal Radhiyallahu’Anhu) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 

 

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam 

penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri 

Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 

158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987. 

I. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab 
Nama 

Huruf latin 
Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba‘ B Be ة

 Ta‘ T Te د

 Ṡa‘ Ṡ ث

 

es (dengan titik di atas) 

 Jim J Je ج

 Ḥa‘ Ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha‘ Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż ze (dengan titik di atas) ر

 Ra‘ R Er س

 Zai Z Zet ص

 Sin S Es س
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 Syin Sy es dan ye ش

 Ṣad Ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍad Ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ṭa‘ Ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓa‘ Ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 Ain ‗ Koma terbalik di atas‗ ع

 Gain G Ge ؽ

 Fa‘ F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ن

 Lam L ‗el ي

َ Mim M ‗em 

ْ Nun N ‗en 

ٚ Waw W W 

ٖ Ha‘ H Ha 

 Hamzah ‗ Apostrof ء

ٞ Ya‘ Y Ye 

 

II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap 
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 ditulis  Sunnah سٕخ

 ditulis  ‘Illah ػٍخ

 

III. Ta’ marbūṭah di akhir kata 

a. Bila dimatikan ditulis dengan h  

 ditulis  al-Mā’idah اٌّبئذح

  ditulis  Islāmiyyah إسلا١ِخ

 

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam 

bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki 

lafal aslinya). 

 
b. Bila diikuti dengan kata sandang ―al‖ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis 

dengan h. 

 

 ditulis Muqāranah al-Mażāhib ِمبسٔخ اٌّزا٘ت

 

IV. Vokal pendek 

1. ----  َ ---- fatḥah  ditulis a  

2. ----  َ ---- kasrah  ditulis  i  

3. ----  َ ---- ḍammah  ditulis  u  

 

V. Vokal panjang  

1. Fatḥah + alif Ditulis ā 

 Ditulis Istiḥsān إستحسبْ 

2. Fatḥah + ya‘ mati Ditulis ā 

 Ditulis Unṡā أٔثٝ 

3. Kasrah + yā‘ mati Ditulis ī 

 Ditulis al-‘Ālwānī اٌؼٍٛأٟ 

4. Ḍammah + wāwu mati Ditulis ū 
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 Ditulis ‘Ulūm ػٍَٛ 

 

VI. Vokal rangkap  

1. Fatḥah + ya‘ mati  

 غ١شُ٘

ditulis  

ditulis  

ai  

Gairihim 

2. Fatḥah + wawu mati  

 لٛي

ditulis  

ditulis  

au  

Qaul  

 

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof 

 ditulis  a’antum أأٔتُ

 ditulis  u’iddat أػذد

 ditulis  la’in syakartum لإْ شىشتُ

 

VIII. Kata Sandang Alif +Lam 

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah 

  ditulis  Al-Qur’an اٌمشآْ

  ditulis  al-Qiyas اٌم١بس

 

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah 

yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya. 

 

 ditulis  ar-Risālah اٌشسبٌخ

 ’ditulis  an-Nisā إٌسبء

 

 

 

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya. 
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 ditulis  Ahl ar-Ra’yi أً٘ اٌشأٞ

 ditulis Ahl as-Sunnah أً٘ اٌسٕخ

 ditulis Żawī al-Furūḍ رٚٞ اٌفشٚض
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KATA PENGANTAR 

 

َُ ػٍََٝ أشَْشَفِ الْأَْٔ  اٌسَّلاَ َٚ اٌصَّلاحَُ  َٚ  ، َٓ ١ْ ِّ ٌْؼَبٌَ ذُ ِللهِ سَةِّ ا ّْ ٌْحَ ، اَ ُِ ح١ِْ ِٓ اٌشَّ َّ حْ ُِ اللهِ اٌشَّ ج١ِبَءِ ثسِْ

.ُ َٓ ؼ١ِْ َّ ِٗ أجَْ اصَْحَجِ َٚ  ِٗ ٌِ ػٍََٝ اَ َٚ ذٍ  َّّ حَ ُِ َٓ س١َذَِِّٔب  ١ْ ٍِ شْسَ ُّ ٌْ ا َٚ  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Mayarakat memerlukan tanah sebagai tempat untuk pemenuhan 

kebutuhan di dunia. Melalui tanah dapat dijadikan sebagai rumah yang 

nantinya ditempati sebagai tempat untuk melindungi diri dari panas dan 

hujan. Tanah mempunyai hubungan yang sangat erat dengan kehidupan 

manusia. Luas lahan yang dapat dikembangkan oleh manusia semakin 

berkurang, namun jumlah masyarakat semakin meningkat. Tanah jika 

sudah di tempati banyak disebut dengan lahan yang di dalamnya banyak 

aktivitas ekonomi. Kegiatan ini mengakibatkan banyaknya lahan yang kini 

digunakan untuk masyarakat dalam memenuhi berbagai kegiatan ekonomi 

dan pemenuhan kesejahteraan ekonomi.
1
 

Akibat kebutuhan hidup kemudian kebutuhan jangka panjang 

untuk pengelolaqn tanah bertambah, tanah semakin menjadi sempit. 

Masyarakat lebih sering mengasosiasikan tanah sebagai salah satu bentuk 

bisnis, yaitu menjual beli.
2
 Maka seiring perkembangan bisnis, kebutuhan 

hidup, ataupun perluasan lahan juga akan bersamaan dengan prosedur 

                                                           
1

 Bisman Gaurifa, "Pertanggungjawaban Pidana PejabatlPembuat Akta Tanah Dalam 

Pembuatan AktavJual Beli Tanah." Jurnal Panah Hukum 1.1 (2022), hal. 12-25. 

2
 Latif  Syaipudin. "Contribution Of YounglEntrepreneurn in Building The 

CreativelEconomy Of Village Communities." IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah EkonomilKita 12.1 

(2023), hal. 80-98. 
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hukum yang timbul akibar peralihan hak atas tanah. Hal inilah yang 

kemudian menjadi hal penting dari segi hukum yang harus dipenuhi 

masyarakat.
3
 

Serah terima tanah dalam konteks jual beli mencerminkan 

peralihan kepemilikan lahan dari satu pihak ke pihak lainnya. Proses ini 

dimulai dengan penandatanganan perjanjian jual beli yang mencakup 

syarat-syarat kesepakatan, harga, dan rincian lainnya. Setelah perjanjian 

tersebut, pihak-pihak yang terlibat mengatur waktu dan tempat untuk 

melaksanakan serah terima secara formal. Dengan asosiasi serah terima 

tanah dengan proses jual beli, masyarakat memandangnya sebagai langkah 

kritis yang menandai kesepakatan hukum yang resmi dan sah terkait 

dengan tanah. Serah terima tanah menjadi momen penting dalam 

perjalanan transaksi jual beli, menandai pindahnya hak kepemilikan dan 

memberikan kejelasan serta kepastian hukum bagi pihak yang terlibat. 

Pemindahan hak, juga dikenal sebagai peralihan hak, mengacu 

pada serangkaian prosedur hukum dengan tujuan meminimalkan hak, 

seperti penjualan barang, hibah, dan penukaran. Dengan adanya 

pemindahan hak, sistem hukum menciptakan kerangka kerja yang jelas 

dan terorganisir untuk mengelola transfer hak dan aset, memberikan 

kepastian dan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam 

proses tersebut.
4

 Maka kegiatan ini adalah dimana masyarakat 

                                                           
3
 John Salindeho, Masalah Tanah Dalam Pembangunan, (Jakarta: Sinar Grafika, l1987), 

hal.112. 
4
 Ibid., hal.113. 
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menukarkan uang dengan barang dan jasa yang dijual secara bijaksana. 

Pelaksanaan jual beli memiliki berbagai macam cara, seperti jual beli 

secara adat atau jual beli menggunakan perantara atau bantuan tenaga ahli. 

Menurut Boedi Harsono: 

‖Perbuatan hukum yang bersifat tunai adalah perbuatan pengalihan hak 

(jual beli, hibah, tukar menukar) yangditerapkan dalam Hukum Adat. 

Jual beli menurut syarat-syarat hukum pertanahan yaitu dengan 

melakukan pembayaran atas barang-barang itu pada waktu yang 

disepakati bersama. Kemudian, menurut Hukum (BW) Pasal 1457, 

―tanah jual-beli‖ mengacu pada transaksi di mana penjual 

menggunakan posisinya sebagai suatu alat negosiasi (yaitu negosiasi) 

untuk menetapkan harga atas tanah yang hendak dijual dan menerima 

suatu hasilpembayaran dari pembeli dengan harga yang sudah 

disepakati bersama.
5
  

 

Ketentuan-ketentuan yang diubah dalam KUHPerdata telah 

diselesaikan dan tidak akan terjadi lagi. Sebagaimana pada tanggal 24 

September 1960 disahkan Undang-undang Lembaran Negara Nomor 104 

tentang Peraturan yang Dasar atasPokok-pokok agraria yang sering dikenal 

dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Dengan adanya 

UUPAini maka ―dualisme‖ dihilangkan yang kemudian diterapkannya 

hukum tunggal (Unifikasi) yang dikenal dengan Hukum Agraria di 

Indonesia.  

Akibat undangan UUPA tersebut, Pengertian jual beli tanah di 

Indonesia mengalami perubahan dari karakter perjanjian, seperti yang 

diatur dalam Pasal 1457 jo 1458KUH Perdata Indonesia, menjadi suatu 

perubahan atas transfer hak secara tunai dan selama-lamanya. Perubahan 
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 Ibid., hal. 52. 
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ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pelaksanaan yang tertuang di dalam 

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yang mana UU ini sempat 

mengalami perubahan dari tahun 1961 hingga pada tahun 1997 memuat 

tentang pendaftaran tanah. Menurut regulasi, jual beli tanah tidak lagi 

hanya mengandalkan perjanjian informal, melainkan harus dibuktikan 

dengan suatu akta yang sah dan resmi.  

Jual beli tanah kemudian harus memiliki legalitas yang dibuktikan 

dengan adanya akta tanah, yang mana salah satunya yang berwenang 

secara hukum untuk melakukan pembuatan akta tanah adalah Pejabat 

Pembuat Akta Tanah (PPAT). PPAT memastikan bahwa proses jual beli 

tanah dilakukan sesuai dengan ketentunnya. Mengenai jual beli tanah 

diatur dalam Pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 

yang mana secara garis besar mengamatkan bahwa peralihan hak milik 

atas tanah atau yang berhubungan dengan segala jual beli harus dibuktikan 

dengan adanya akta yang dikeluarkan atau dibuat oleh PPAT.
6
 

Peraturani Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan 

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) pada Pasal 2 ayat (1) juga 

memberikan pemarapan bahwanya petugas PPAT, dapat membuat 

legalitas yang sah secara hukum karena telah diamanatkan oleh Undang-

Undang yang berlaku. Sehingga akta yang dibuat berdasarkan hukum yang 
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 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-PeraturaniHukum 

Tanah, (Jakarta: iDjambatan, 2002), hal. 538–539. 
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berlaku kemudian juga dapat atau memiliki fungsi hukum yang kuat yang 

diakui oleh Undang-Undang yang berlaku.
7
 

Melakukan jual beli atas suatu tanah yang baik dengan 

pertimbangan dan bantuan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Hal ini 

menandakan apa yang telah terjadi atas penjualan dalam egala bentuknya 

dapat dilanjutkan petugas PPAT. Karena PPAT yang bertugas dalam 

melanjutkan pembuatan akta jual beli. Namun sebagaimana lagi bahwa 

tidak dapat dipungkiri bahwa dalam keseharian masyarakat umum, banyak 

sekali transaksi jual beli tanah yang terjadi antara pembeli dan penjual 

tanpa memerlukan izin dari Dinas Pertanahan atau biasa di sebut dengan 

"Jual beli di bawah tangan". Hal ini hanya di dasarkan oleh rasa saling 

percaya sehingga banyak dari masyarakat umum yang hanya memiliki 

pembeli yang memiliki perjanjian jual beli yang telah berlangsung lama 

dengan penjual (penjual). 

Jual beli tanah dapat dilakukan dengan berbagai cara menjadikan 

banyak bermunculan penafsiran atas hukum Islam jual beli. Maka dalam 

prakteknya memiliki keterkaitan dengan penjualan barang maka harus 

sesuai dengan hukum Islam. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya 

mafsadah, yaitu jual beli barang yang dapat menimbulkan kejelekan atau 

gharar. Ketika hal ini terjadi, pembeli dan penjual berharap untuk 

mencapai tingkat keberhasilan tertentu, yaitu mencapai kesepakatan yang 

adil dan saling menguntungkan.  

                                                           
7
 Ibid., lhal. 677.‘ 
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Salah satu bentuk mafsadah yang perlu dihindari adalah gharar, 

yang merujuk pada ketidakpastian, keraguan, atau kebingungan dalam 

transaksi. Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi perlu 

mempertimbangkan secara cermat risiko dan manfaat dari kesepakatan 

tersebut. Kesepakatan yang memberikan keseimbangan yang adil dan 

proporsional akan membantu mencegah terjadinya gharar. Utamanya 

harga barang yang dijual dan spesifikasi yang terkait dengan transaksi 

harus jelas dan pasti. Penentuan harga yang tidak pasti atau bervariasi 

secara signifikan dapat menciptakan gharar. Kepastian ini memberikan 

keadilan dan kejelasan dalam perjanjian jual beli. 

Penting untuk mencapai kesepakatan yang tidak hanya 

menguntungkan satu pihak, tetapi juga adil bagi kedua belah pihak yang 

terlibat. Hal ini mencerminkan keinginan untuk mencegah praktik-praktik 

yang dapat merugikan salah satu atau kedua belah pihak dalam transaksi 

jual beli. Harapanya adalah untuk mencapai tingkat keberhasilan tertentu 

melalui proses negosiasi, di mana tujuan utamanya adalah menciptakan 

transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan keuntungan 

bersama. 

Keberhasilan dalam negosiasi tidak hanya diukur dari hasil akhir 

yang menciptakan kesepakatan, tetapi juga dari kualitas hubungan 

antarpihak yang terjalin selama proses negosiasi. Terbentuknya hubungan 

saling percaya dan kerjasama adalah faktor kunci dalam mencapai 

keberhasilan jangka panjang. Prinsip keadilan menjadi dasar utama dalam 
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proses negosiasi ini. Pihak-pihak yang terlibat diharapkan untuk 

menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan saling menghormati kebutuhan 

dan hak satu sama lain. Kesepakatan yang dihasilkan seharusnya 

mencerminkan distribusi yang adil dari keuntungan dan beban di antara 

pihak-pihak yang terlibat. 

Keuntungan bersama menjadi fokus sentral dalam proses negosiasi 

yang berhasil. Pihak-pihak harus mampu mengidentifikasi area di mana 

kepentingan mereka saling melengkapi, menciptakan win-win solution. 

Dengan mencari keuntungan bersama, negosiasi dapat menjadi sarana 

untuk meningkatkan kolaborasi jangka panjang dan menghasilkan hasil 

yang berkelanjutan. Selain itu, transparansi dan komunikasi yang efektif 

adalah elemen penting dalam mencapai tujuan keadilan dan keuntungan 

bersama. Pihak-pihak harus terbuka mengenai kebutuhan dan batasan 

mereka, serta bersedia bekerja sama untuk menemukan solusi yang 

memenuhi kepentingan masing-masing. 

Peraturan ini dapat di terapkan melalui jual beli tanah, dengan 

menggunakan bantuan PPAT. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah 

yang tertuang pada Nomor 24 Tahun 1997 yang berkaitan tentang 

Pendaftaran Tanah, yang menyatakan bahwa jual beli tanah harus 

dibuktikan dengan akta yang oleh PPAT. Sehingga dengan adanya akta 

yang memang benar dikeluarkan oleh PPAT kemudian tanah tersebut 

memiliki legalitas dasar ketika hendak dilakukan atau dibuat sertifikat 

tanah di Kantor Pertanahan. Terlebih lagi, tanah tersebut merupakan tanah 
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jual beli, maka wajib bagi pembeli untuk memiliki akta tanah yang dibuat 

oleh PPAT sebagai tindakan awal supaya tidak menyulitkan mengenai 

legalitas tanah dikemudian hari.  

Pasca pemberlakuan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 

Tanah, terdapat perubahan pola pembelian tanah di Indonesia. Ini menjadi 

pandangan umum karena sebelumnya proses jual beli tanah hanya 

dibuktikan atau cukup dilakukan dengan perjanjian informal saja. Sejak 

pemberlakuan hal tersebut, kemudian pola jual beli tanah mengalami 

perubahan yang signifikan. Para pelaku transaksi tidak lagi dapat 

mengandalkan perjanjian informal semata, melainkan harus menjalankan 

proses penjualan dengan cermat dan dalam transaksi yang dilakukan.  

Jual beli tanah dengan adanya akta dari PPAT yang mana akan 

berfungsi sebagai penengah yang memiliki wewenang hukum untuk 

menyusun akta tanah yang sah dan resmi. Sebagaimana dalam kasus yang 

pernah terjadi yaitu Putusan PN SLEMAN Nomor 

132/Pdt.G/2013/PN.Slmn Tanggal 25 Maret 2014 — Perdata : - Ny.Lie 

Anita,DKK X - Ny. H.Nafsir Fauzi.,S.H. Sebagaimana terjadinya sengketa 

atas 6 bidang tanah. Hal ini menjadi kasus yang bersengketa padahal sudah 

melakukan jual beli di hadapan petugas PPAT.  Dalam kasus ini, Majelis 

Hakim mempertimbangkan atas keluh kesah penggugat agar si penggugat 

membuktikan dalil dalinya atas gugatanya. Maka gugatan Penggugatkini 

harusnya memang patut dikabulkan. Hakim kemudian memutus dengan 

Putusan Perdata Gugatan Nomor.175/Pdt.G/2020/PN.Smn yang berada 
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dan berdiri diatasnya, Sertipikat Hak Milik No. 4160/Sidomoyo, Surat 

Ukur No.00415/2005, tanggal 5 Januari 2005, luas yaitu 361 M persegi, 

tercatat atas nama Nyonya Hajjah Daru Purwaningsih, Sarjana Hukum, 

yang terletak di Jalan Godean, Km.7,5, Gesikan, Desa Sidomoyo, 

Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman.
8
 

Akta tersebut, yang mencatat kesepakatan antara penjual dan 

pembeli, tidak hanya menjadi representasi fisik dari transaksi, tetapi juga 

mengindikasikan pembayaran dan tidak adanya sesuatu yang wanprestasi 

antara penjual dan pembeli. Dokumen ini juga mencerminkan bahwa 

tujuan dari perbuatan hukum ini adalah untuk mengurus kepemilikan tanah 

yang sah secara hukum. Menjadikan kepenuhan atas keabsahan hukum, 

akta tersebut menyatakan bahwa pembeli, atau pihak yang menerima hak, 

kini resmi menjadi pemilik baru tanah tersebut. Maka para pihak yang 

terlibat dalam transaksi menghadiri PPAT untuk menyusun akta jual beli, 

tanda tangan pada dokumen ini menjadi bukti nyata pelaksanaan perbuatan 

hukum jual beli tanah. 

Penelitian serupa yang dilaksanakan Sigit Dwi Santoso 

menjelaskan bahwa Putusan MA Nomor 787K/Pdt/2013 memberikan 

kekuatan perlindungan hukum dengan putusan bahwa penjualan barang 

yang tidak sesuai dengan definisi adat adalah tidak adil. Hakim kemudian 

memutus bahwa pejabat PPAR pada dasarnya harus bersikap positif dalam 

                                                           
8

 Data‘putusan nomor 32/PDT/2021/PT YYK diakses melalui‘Direktori 

Putusan‘Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id‘pada Juli 2023. 
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pemenuhan kelengkapan administrasi dan bertanggung jawab atas wali 

dan gugatan jika ada, pidana perdata jika timbul dan segenap kode etik 

yang berhubungan dengan pembuatan akta tanah.
9
 Hendryan Thendean 

dalam penelitian serupa lainnya, menjelaskan bahwa jual beli tanah 

melalui atau dengan adanya akta tanah akan menjadi sesuatu yang 

mengikat dan ini menjadi unsur mendasar yang sesuai dengan Pasal 1338 

serta dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), 

dan perselisihan yang terjadi hanya sebatas pada masalah pembelian pada 

saat pelelangan yang akan datang.
10

 

Penelitian Damayanti menjelaskan bahwa dalam temuan dari 

penelitian tersebut adalah sebagai berikut: Menurut Pasal 1320 KUH 

Perdata, penjualan tanah dianggap sebagai transaksi pribadi, bahkan ketika 

tidak dilakukan di bawah pengawasantPejabat PembuattAktatTanah 

(PPAT). 2) Menjual tanah di bawah nilai pasar kepada para pembeli harus 

dihindari karena dampaknya akan menimbulkan persoalan ketika 

memasuki proses atau tahap pendaftaran sertifikat tanah. Sesuai dengan PP 

Nomor 24 Tahun 1997 kemudian ditetapkan bahwa jika perjanjian tersebut 

                                                           
9

 Sigit‘Dwi Santoso. KekuataniHukum AktaiJual Beli‘TanahiYang 

DibuatiPejabat‘PembuatiAkta Tanah (Studi‘KasusPutusan Mahkamah‘Agung 

No.787K/Pdt/2013). Diss. Universitas‘Narotama Surabaya, 2018. 

10
 HendryaniThendean. "KeabsahaniJual Beli TanahiYang DilakukaniTanpa‘AktaiPejabat 

Pembuat AktaiTanah MenurutiPasal 1457iKuhperdata." Lex‘Privatum 5.2 (2017). 
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telah disahkan oleh pejabat PPAT, maka hak kepemilikan atas tanah dapat 

dialihkan.
11

 

Keberadaan pejabat PPAT menjadi penting dalam jual beli tanah, 

karena dengan catatan administratatifnya menjadi payung hukum yang 

jelas dan diakui oleh Undang-Undang. Hal ini mencakup pejabat PPAT 

bertanggung jawab untuk mencatat dan membuat Akta Jual Beli Tanah, 

yang menjadi dokumen resmi yang mencatat detail transaksi antara 

penjual dan pembeli. Akta ini mencakup informasi penting seperti 

identitas pihak yang terlibat, deskripsi tanah, harga jual, serta syarat-syarat 

dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan transaksi. Disisi yang lain, 

juga masih terdapat adanya jual beli tanah tanpa melalui PPAT, sehingga 

penting diketahui kerangka dan konsep hukum yang mengatur pola hukum 

ini dalam konteks hukum positif Indonesia. Dengan proses yang sesuai 

konsep hukum yang berlaku kemudian akan menghasilkan proses jual beli 

yang sah sesuai hukum baik dengan atau tanpa adanya PPAT.  

Keberadaan pejabat PPAT secara administratif memberikan 

jaminan bahwa proses jual beli tanah dilakukan sesuai dengan peraturan 

dan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan memiliki catatan administratif 

yang lengkap dan sah, pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi memiliki 

kepastian hukum dan perlindungan terhadap kemungkinan sengketa di 

masa depan. Namun, jika penjualan tersebut belum direalisasikan, penulis 
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 DwitAprilia ArumtDamayanti, "PerjanjiantJual BelitTanah Yang Tidak Dilakukan 

DitHadapan PejabattPembuat AktatTanah (PPAT)." Lex Privatum 8.2 (2020). 
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juga ingin menganalisis transaksi-transaksi sebelumnya yang telah 

menghasilkan penjualan di kemudian hari atau di tempat lain, dan dalam 

artikel ini, penulis juga ingin memeriksa transaksi-transaksi yang telah 

menunjukkan landasan hukum yang kuat. Sesuai uraian tersebut kemudian 

peneliti menentukan judul ‖Jual Beli Tanah Tanpa Akta Jual Beli Pejabat 

Pembuat Akta Tanah  (PPAT)   Dalam Perspektif Hukum Islam.‖ 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, 

maka rumusan masalah:penelitian ini mampu menguraikan pembahasan 

dengan tepat, maka disusun beberapa permasalahan: 

1. Bagaimanakah keabsahan Jual Beli tanah yang dilakukan tanpa akta 

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)? 

2. Bagaimanakah penyelesaian jual beli tanah yang dilakukanctanpa akta 

PPAT dapat mempunyai kekuatan hukum yang pasti? 

3. Apa saja resiko yang timbul dari jual beli tanah tanpa adanya akta jual 

beli dari PPAT berdasarkan mafsadah? 

 

C. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan  

1. Tujuan Penelitian  

a. Untuk mengetahui keabsahan Jual Beli tanah yang dilakukan tanpa 

akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 
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b. Untuk mengetahui penyelesaian jual beli tanah yang dilakukan 

tanpa akta PPAT dapat mempunyai kekuatan hukum yang pasti. 

c. Untuk mengetahui resiko yang timbul dari jual beli tanah tanpa 

adanya akta jual beli dari PPAT berdasarkan mafsadah. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Kajian ini dapat menggamabrkan jual beli tanah tanpa melibatkan 

pihak ketiga yaitu pejabat PPAT agar setiap orang kemudian 

mampu mengerti dan memahami status hukum, landasan hukum, 

dan prosedur atas penanganan jual beli tanah tanpa melibatkan 

pejabat PPAT. Sehingga kajian ini dapat menjadi panduan bagi 

para pembaca dalam memahami kasus yang ada mengenai jual beli 

tanah tanpa melibatkan pejabat PPAT. 

b. Manfaat teoritis kajian ini dapat memberikan kontribusi bagi 

perkembangan keilmuan hukkum, khususnya hal-hal yang 

berhubungan dengan aturan jual beli tanah dengan atau tanpa 

melalui pejabat PPAT.  

c. Manfaat praktis kajian ini memberikan edukasi kepada masyarakat 

luas sehingga lebih mengetahui mengenai hukum dan proses jual 

beli tanah, baik dengan menggunakan pejabat PPAT ataupun yang 

tidak menggunakannya. Serta mengetahui dampak hukum yang 

ditimbulkan dalam jual beli tanah yang dilengkapi dengan akta 

tanah dan atau yang tidak dilengkapi dengan akta tanah. 
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D. Telaah Pustaka 

Telaah pustaka dalam penelitian ini tentunya memadukan beberapa 

kajian penelitian relevan dengan penelitian ini yang berhubungan dengan 

jual beli tanah tanpa adanya pejabat PPAT. Beberapa telaah pustaka yang 

relevan ditujukan untuk memberikan gambaran penelitian ini dilaksanakan 

sehingga memberikan kontribusi keilmuan yang terbaharukan. Khususnya 

dalam tesis ini yaitu sebagai bahan penguat kajian, beberapa penelitian 

yaitu sebagai berikut:  

1. Penelitian Sigit Dwi Santoso menjelaskan bahwa adanya Putusan MA 

Nomor.787 K/Pdt/2013 hakim memutuskan untuk memberikan 

perlindungan hukum kepada pembeli, dalam pembelian tersebut 

dinyatakan bahwa barang yang tidak sesuai dengan definisi adat adalah 

tidak adil dalam kasus ini. Kemudian mengenai pejabat PPAT dalam 

kasus ini, ia sebagai pihak yang berkewenangan mengeluarkan dengan 

sah akta tanah juga memiliki tanggung jawab administratif secara 

mutlak serta tanggung jawab wali dan gugat, tanggung jawab dalam 

ranah pidana dan perdata, dan juga harus menjunjung kode etik sebagai 

pejabat PPAT.
12

  

2. Penelitian Hendryan Thendean menjelaskan bahwa jual beli yang tidak 

melibatkan pejabat PPAT dapat dilaksanakan dengan mengacu pada uu 

Perdata pasal 1338 dan 1320, kedua pasal ini menjelaskan mengenai 
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 Sigit Dwi Santoso. KekuatantHukum AktatJual Beli TanahtYang DibuattPejabat 

PembuattAkta Tanah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No.787K/Pdt/2013). Diss. 

UniversitastNarotama Surabaya, t2018. 
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proses jual beli. Proses dapat dilaksanakan dengan melibatkan 

Pengadilan Negeri yang memberi nasihat hukum kepada pihak penjual 

maupun pembangun, dengan catatan yang mana upaya ini 

dilaksanakan sebagai bagian transaksi yang jujur atas tanahnya.
13

 

3. Penelitian Bahira Safriadi menjelaskan bahwa langkah dalam sistem 

hukum yang digunakan oleh pemerintah Republik Jantho yang 

merupakan bagian adat setempat bertumpu pada argumen hukum yang 

jelas dan logis, norma-norma hukum, dan peraturan-peraturan hukum 

yang berlaku terkait dengan informasi faktual secara konsisten untuk 

menyelesaikan sengketa hukum yang dapat diselesaikan melalui jalur 

pengadilan. Sehingga letak hukum adat menjadi acuan dasar 

masyarakat setempat, meskipun pada dasarnya terdapat pengadilan 

pemerintah yang menjadi acuan utama masyarakat dalam 

menyelesaikan persoalan hukum. 
14  

4. Penelitian Juliana Rafika, menunjukkan bahwa penekanan dalam 

hukum Islam lebih tertumpu pada praktik akad jual beli, khususnya 

dalam kajian penelitian terdahulu yang membahas pada bisnis real 

estat dengan sistem kredit yang sebagian besar tidak aktif disebabkan 
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 Hendryan Thendean. "KeabsahantJual‘BelitTanah Yang DilakukantTanpa Akta Pejabat 

Pembuat Akta TanahtMenurut Pasalt1457 Kuhperdata." LextPrivatum 5.2 (2017). 

14
 BahirahcSafriadi, PembuatancAkta Jual Beli Tanah oleh Pejabat Pembuat AktacTanah 

(PPAT) dengan Tidak Hadirnya ParacPihak (Studi Kasus TerhadapcPutusan 

PengadilancNegeri‘JanthocNomor 4/pdt. G/2019/PN-Jth dan Putusan Nomor 10/pdt. G/2018/PN-

Jth). Diss. UIN AR-RANIRY, 2020. 
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oleh perubahan akad secara periodik, yang menghasilkan dua akad, 

yang membuat pembelian real estat menjadi sulit.
15

 

5. Penelitian Dina Setiani dan Kholishayatuddin menjelaskan bahwa 

dalam penelitiannya menunjukkan dari perspektif Islam, status 

kepemilikan tanah dalam jual beli susu at-tam dianggap sebagai milik 

sempurna, sedangkan dalam jual beli teahunan, statusnya adalah milik 

tidak sempurna, atau susu naqish. Jual beli tanah tunduk pada 

persyaratan dari pembeli dan penjual, proses yang dilaksanakan pasca 

tercapainya atau terpenuhinya syarat jual beli maka transaksi 

dinyatakan selesai dan sah. Kebiasaan masyarakat untuk menjual tanah 

di bawah batas yang berlaku saat ini dikenal dengan istilah "Urf."
16

 

6. Penelitian Damayanti menjelaskan bahwa dalam temuan dari 

penelitian tersebut adalah sebagai berikut: Menurut Pasal 1320 KUH 

Perdata, penjualan tanah dianggap sebagai transaksi pribadi, bahkan 

ketika tidak dilakukan di bawah pengawasantPejabat 

PembuattAktatTanah (PPAT). 2) Menjual tanah di bawah nilai pasar 

kepada para pembeli harus dihindari karena dampaknya akan 

menimbulkan persoalan ketika memasuki proses atau tahap 

pendaftaran sertifikat tanah. Sesuai dengan PP Nomor 24 Tahun 1997 

                                                           
15

 RafikatJuliana, TinjauantHukum IslamcTentang AkadtJual Beli Tanah Dengan Sistem 

Kredit YangcMasih StatuscSewa (Studi Di DesacSawojajar Kecamatan KotabumicUtara 

Kabupaten Lampung Utara). Diss. UIN Raden IntancLampung, 2020. 
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kemudian ditetapkan bahwa jika perjanjian tersebut telah disahkan 

oleh pejabat PPAT, maka hak kepemilikan atas tanah dapat 

dialihkan.
17

 

7. Penelitian Pratama dan Djajaputra menjelaskan bahwa dari penelitian 

ini pejabat PPAT yang mana dalam membuat AJB tanpa pemahaman 

dan tujuan dari pemilik benda membawa kerugian kepada pemiliknya. 

Kemudian dilaksanakan upaya perdata dan timbulah Putusan 

Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 347/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim 

merupakan alat untuk menegakkan hukum dan melawan kezaliman. 

KUH Perdata Pasal 1365 menjadi salah satu landasan utamanya bahwa 

terdapat unsur yang melanggar hukum. Penggugat menimbulkan 

kerugian dengan kewajiban hukum pelaku. Sebagaimana dinyatakan 

dengan jelas, PPAT dapat diturunkan dari Pasal 263 ayat (2) KUHP.
18

 

8. Penelitian Haning dan Mujiburrohman menjelaskan bahwa jual beli 

tanah yang dilakukan tanpa persetujuan atau melibatkan pihak pejabat 

PPAT tetap dianggap sah, sehingga dapat ditafsirkan bahwa tanpa 

PPAT juga tetap sah. Namun terdapat catatan pentingnya dalam 

penelitian ini, ketika proses jual beli tidak melalui pejabat PPAT maka 

status hukumnya adalah tidak berkekuatan hukum. Meskipun 

penjualan tersebut sah, itu hanya bertumpu pada penjualan yang 
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mengikat melalui perjanjian yang telah dibuat dan persetujuan para 

pihak yang terlibat dalam penjualan tersebut.
19

 

9. Penelitian Gaol menjelaskan beberapa temuan, yaitu: 1) Mengacu pada 

pasal 1320 KUH Perdata yang mana pasal ini menjelaskan mengenai 

syarat sahnya sebuah jual beli tanah yang mana harus melalui pejabat 

PPAT. Hal ini mengacu pada PP No 24 Tahun 1997 tentang 

pendaftaran tanah, upaya ini dilaksanakan sebagai bentuk menjamin 

kekuatan hukum atas jual beli tanah yang dilaksanakan. 2). 

Kebanyakan masyarakat tidak melakukan proses jual beli tanah sesuai 

dengan Undang-Undang yang berlaku. Mayoritas adalah mereka 

masyarakat banyak melakukan proses penjualan dan pembelian tidak 

resmi dan lebih banyak menggunakan asas "tunai" dan "terang" dalam 

hukum, yang berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari.
20

 

10. Penelitian Pradipta dan Nugraheni menunjukkan bahwa alasan 

masyarakat Desa Nampurejo melakukan praktik jual beli tanah di 

bawah tangan degan tidak melibarkan PPAT dengan alasan masyarakat 

merasa dikhianati dan tidak dipercaya oleh Kepala Desa. Terdapat 

salah satu kasus, yaitu sengketa hukum yang muncul dari lelang jual 

beli tanah yang dilaksanakan dihapadan Kepala Desa Nampurejo 

adalah terkait dengan peralihan kepemilikan dari pihak penjualan 
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kepada pihak pembeli di Kantor Pertanahan Purworejo. Sengketa 

hukum lainnya muncul ketika pihak penjual sudah terlanjur 

meninggalkan dunia dan perlu melanjutkan tahapan penjualan dan 

pembelian tanah sesegera mungkin. Ketiga, proses perlindungan 

hukum untuk pihak pembeli atas praktik jual beli tanah secara lelang 

dihadapan Kepala Desa tidak dapat dilakukan secara praktis murni, 

kecuali jika ada akta jual beli tanah secara lelang.
21

 

 

E. Kerangka Teoretis 

Permasalahan yang muncul terkait pertanahan tidak dapat 

diabaikan begitu saja, dalam kehidupan sehari-hari masyarakat umum, 

banyak sekali terjadi pembelian atau penjualan tanah tidak memiliki akta 

tanah. Artinya ketika proses jual beli berlangsung tidak melibatkan pejabat 

PPAT. Upaya ini juga menjadi hal yang terjadi di masyarakat, yang mana 

proses jual beli hanya dilaksanakan dengan perjanjian atau dengan 

diketahui oleh pihak pejabat setempat, misalnya pejabat desa. Sehingga 

juga masih banyak ketika proses balik nama tanah, akan mengalami 

kesulitan dalam proses dan upaya yang dilaksanakan. Ini menjadi efek dari 

proses awal jual beli yang tidak memiliki akta tanah, meskipun secara 

hukum jual beli tanpa melibatkan pejabat PPAT merupakan sebuah hal 

yang sah.  
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Dampak dari proses jual beli yang tidak diakui Undang-Undang 

tersebut kemudian akan menimbulkan dampak perdata bahkan banyak 

dalam pengadilan yang menangani kasus serupa menjadi kasus pidana. 

Sebagai contoh, kasus yang melibatkan kredit dapat dikaitkan dengan 

konsekuensi jika setelah dibayar lunas, sertifikat penjual belum 

diselesaikan oleh penjual. Namun, hal ini dinyatakan dalam surat 

pernyataan bahwa sertifikat akan selesai di bank penjual, sehingga pembeli 

tidak mengetahui situasi tersebut. Oleh karena itu, termasuk apapun 

bentuk peralihan hak atas tanah, yaitu jual beli atau lelang maka tetap 

penting dilakukan atau dibuat akta tanah yag dibentuk oleh pejabat PPAT 

sehingga tidak menghasilkan dampak negatif dikemudian hari.  

Upaya jual beli tanah pada dasarnya juga akan melahirkan sebuah 

konsensus yang juga juga dikenal sebagai kesepakatan, adalah langkah 

pertama yang harusnya dilalui, oleh para petugasnya dalam pembuatan 

akta tertentu. Jika kerja sama semacam ini merupakan langkah pertama 

yang diambil oleh pihak-pihak yang memulai investigasi, maka diskusi 

mengenai kapan kerja sama tersebut benar-benar terjadi akan muncul. 

Beberapa teori mengenai konsensus ini yang muncul adalah: 

a. Teori kehendak atau Wils Theory) merupakan sebuah teori yang 

didasari persesuain oleh para pihak terlibat menjadi kunci terjadinya 

sebuah konsensus atau perjanjian yang akan disepakati. Ini menjadi 

dasar pokok dalam teori kehendak, adanya kesamaan pandangan antara 

pihak merupakan sebuah kunci pokok landasan konsensus.   
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b. Teori pernyataan atau Ultings Theory) merupakan teori yang dimulai 

dengan pernyataan pengumuman atau ucapan para pihak yang terlibat 

dalam perjanjian. Ketika teori ini telah diucapkan kemudian menjadi 

cikal dari konsensus yang akan dilaksanakan.   

c. Teori kepercayaan atau Vertrouwens Theory merupakan sebuah 

pandangan kepercayaan sebagai landasan kepercayaan. Namun 

kepercayaan disini lebih luas lagi, karena harus diketahui atau menjadi 

pandangan umum oleh masyarakat. Dasar ini menjadi landasan sebuah 

konsensus yang dilaksanakan oleh pihak terlibat.  

Kesepakatan dalam sebuah perjanjian adalah muara dari segala 

bentuk komunikasi yang dijalankan, ini sesuai dengan Pasal 1321 KUH 

Perdata yang menyatakan bahwa keseuaian dalam kesepakatan harus 

dilaksanakan dengan sadar dengan tidak adanya unsur penipuan atau 

pemaksaan yang dilaksanakan oleh salah satu pihak. Karena ketika 

terdapat unsur penupuan atau pemaksaan maka perjanjian tersebut tidak 

akan sah sesuai KUH Perdata. 

MR. Tirtaamidjaja menjelaskan mengenai konsensus atau 

perjanjian dalam bukunya yang berjudul Pokok-Pokok Hukum Perniagaan, 

ia menyatakan pendapatnya soal jual beli dalam konsensus yang dibentuk 

dengan gamblang bahwasanya proses jual beli sebuah barang adalah 

barang yang telah diinformasikan kepada pembeli. Sebaliknya, jual beli 

tidak akan dipenuhi atau akan berakhir di kemudian hari setelah syarat-

syarat yang disepakati dan telah dipenuhi. Kesepakatan dalam jual beli 
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produk bisa dikatakan memuaskan apabila pihak pembeli merasa puas 

dengan barang yang dibeli.
22

 

Jika dikaitkan dengan hukum Islam, menjual barang tanpa 

mengikuti akta PPAT dapat menimbulkan mafsadah (kerusakan) atau 

mudharat yang lebih rendah dari apa yang terdapat dalam kehendak 

penjual. Qardhawi menjelaskan bahwa mafsadah yang dapat 

mempengaruhi dalil dharuriyah berbeda dengan mafsadah yang dapat 

mempengaruhi dalil hajiyah atau tahsiniyyah. Artinya, kecerahan, 

intensitas, dan atau volume yang diperoleh mafsadah (kerusakan) atau 

mudarat-nya memiliki potensi tingkatan yang berbeda-beda.
23

 

Konsep maslahah dan mafsadah tidak bisa dipisahkan, akan 

dijelaskan secara komprehensif mengenai permasalahan ini sesuai jalan 

fikir dari Imam Al-Ghazali yaitu asas yang mengatur maqashid al-syariah 

atas dasar maslahah dan mafsadah. Asas-asas yang mempengaruhi adanya 

kejadian  adalah maqashid al-syariah karena merupakan konsep matang 

yang dapat di pertanggungjawabkan keontetikanya.
24

 Maka kemudian 

banyak asumsi-asumsi yang mengatasnamakan permasalahan jual beli 

berkaitan dengan maqhashid al-syariah tersebutkan bahwa dalam fiqh 

muamalat ditetapkan sebagai syarat dan rukun. Tetapi untuk prinsipnya 
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disesuaikan dengan mengarapkan datangnya maslahah dan tidak 

mengharapkan atau menghindari mafsadah.
25

 Surat Al-Baqarah ayat 282 

menjelaskan mengenai jual beli, yaitu sebagai berikut:  

ۚ  ١ٌٚىتت ث١ٕىُ وبتت  ٠أ٠ٙب اٌز٠ٓ ءإِٛا إرا تذا٠ٕتُ ثذ٠ٓ إٌٝ أجً ِسّٝ فبوتجٖٛ 

ۚ  ف١ٍىتت ١ًٌٍّٚ اٌزٜ ػ١ٍٗ اٌحك  ۚ  ٚلا ٠أة وبتت أْ ٠ىتت وّب ػٍّٗ الله ثبٌؼذي

ۚ  فإْ وبْ اٌزٜ ػ١ٍٗ اٌحك سف١ٙب أٚ ضؼ١فب أٚ  ١ٌٚتك الله سثٗ ٚلا ٠جخس ِٕٗ شٟءا

فإْ   ۚ   ۚ  ٚاستشٙذٚا ش١ٙذ٠ٓ ِٓ سجبٌىُ ١ٌٚٗ ثبٌؼذيلا ٠ستط١غ أْ ٠ًّ ٘ٛ ف١ًٍٍّ 

ٌُ ٠ىٛٔب سج١ٍٓ فشجً ٚاِشأتبْ ِّٓ تشضْٛ ِٓ اٌشٙذاء أْ تضً إحذىّٙب فتزوش 

ۚ  ٚلا تسءِٛا أْ تىتجٖٛ صغ١شا  ۚ  ٚلا ٠أة اٌشٙذاء إرا ِب دػٛا إحذىّٙب الأخشٜ

إلا أْ تىْٛ   ۚ   بثٛاأٚ وج١شا إٌٝ أجٍٗ رٌىُ ألسظ ػٕذ الله ٚألَٛ ٌٍشٙذح ٚأدٔٝ ألا تشت

ۚ   ۚ  ٚأشٙذٚا إرا تجب٠ؼتُ تجشح حبضشح تذ٠شٚٔٙب ث١ٕىُ ف١ٍس ػ١ٍىُ جٕبح ألا تىتجٛ٘ب

ۚ  ٚاتمٛا الله ٠ٚؼٍّىُ الله  ۚ  ٚإْ تفؼٍٛا فإٔٗ فسٛق ثىُ ٚلا ٠ضبس وبتت ٚلا ش١ٙذ

 ۩ ٚالله ثىً شٝء ػ١ٍُ

Istilah memiliki pemahaman dalam bahasa arab berupa tadayantum  yang 

mana mengacu pada QS Al-Baqarah ayat 282 tersebut, dalam Tafsir At-Thabari 

berarti bahwa manusia berdagang, mereka menukar barang dengan waktu yang 

telah disepakati dan disetujui bersama, ini termasuk qiradh. Semua yang dapat 

dicapai dalam penjualan cepat disebut sebagai "hutang" terhadap penjual karena 

mereka belum selesai menyiapkan barang untuk pembeli. Menjual barang juga 

harus dilakukan dengan harga yang wajar yang dapat dinegosiasikan, termasuk 

jual beli perabot yang dinegosiasikan sampai batas waktu yang wajar jika batas 

waktu tersebut diketahui batasannya.
26
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Melihat situasi yang ada, penulis mempertimbangkan untuk mencari 

kerangka hukum yang mengatur mengenai proses atau tahapan jual beli yang 

sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Penyusun juga mempertimbangkan 

langkah-langkah wajib yang harus digunakan untuk memastikan bahwa penjualan 

tersebutfdapat berjalan dengan harga yang adil dan wajar. Jika penjualan tersebut 

belum dapat direalisasikan baik lokasi maupun waktu transaksinya, penyusun juga 

ingin menganalisa hukum yang ada dan tentunya memiliki kekuatan hukum tetap.  

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian dan Metode Penelitian 

a. Jenis Penelitian  

Penelitian yang dilaksanakan dalam kajian ini merupakan  

literatur review (studi literer), arti dari penelitian literatur review 

adalah adalah pendekatan sistematis untuk mengumpulkan, 

menilai, dan mensintesis temuan penelitian atau literatur yang 

relevan dalam bidang tertentu. Tetapi dalam studi ini sejalan 

dengan jenis studi penelitian lapangan yang dikenal sebagai "Field 

Research," yang merupakan studi sistematis yang melibatkan 

pengumpulan data dari area studi. Jenis tinjauan literatur yang 

dikombinasikan dengan penelitian longitudinal dapat memberikan 

analisis yang lebih komprehensif dan mendalam tentang topik atau 
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pertanyaan penelitian tertentu.
 27

 Penelitian ini dilakukan di kantor 

PPAT Dwi Fransiska Dewi. S.H.,M.Kn yang membahas tentang 

proses jual beli tanah tanpa adanya pejabat PPAT dalam perspektif 

mafsadah.  

 

b. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan adalah Sosiologis Yuridis 

Normatif, sosiologi adalah studi tentang agama melalui metode-

metode yang mengakui pentingnya realitas agama dalam berbagai 

konteks sosial.
28

 Sedangkan dalam penelitian ini, metode normatif 

didefinisikan sebagai metode yang berkaitan dengan halal atau 

haram, salah atau benar, berpahala atau berdosa dan pandangan 

lain yang sejalan pada sebab akibat.
29

 Kemudian, penelitian 

hukum dengan menggunakan data mentah atau data semu, peneliti 

akan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, termasuk 

dokumen-dokumen hukum, putusan pengadilan, dan rekaman-

rekaman resmi lainnya. Data mentah ini merupakan bahan dasar 
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yang kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi tren, prinsip 

hukum, atau perubahan dalam praktik hukum.
30

  

Menggabungkan tiga dimensi ini, analisis yang holistik 

dapat diperoleh. Metodologi penelitian ini memungkinkan kita 

untuk memahami suatu topik atau fenomena tidak hanya dari 

perspektif hukum tetapi juga dari perspektif sosial dan budaya dan 

realitas sehari-hari. Dengan cara ini, dimungkinkan untuk 

mengembangkan solusi atau kebijakan yang tidak hanya sejalan 

dengan hukum tetapi juga mempertimbangkan pertimbangan 

sosial dan normatif. 

c. Sifat Penelitian 

Metodologi penelitian ini adalah deskriptif analisis yang 

dilaksanakan berupaya mendeskripsikan secara rinci mengenai 

karakteristik atau fenomena yang sedang diteliti sekaligus 

melakukan analisis dan interpretasi data untuk memahami 

mekanisme yang mendasarinya. Dalam penelitian deskriptif-

analisis, peneliti berfokus pada pengembangan gambaran yang 

sedang dibahas. Hal ini melibatkan pengumpulan data secara 

sistematis dan menganalisis informasi faktual tanpa bergantung 

pada hipotesis yang telah ditetapkan. Akan menciptakan kerangka 

rinci yang memfasilitasi pemahaman menyeluruh dan mendalam 
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terhadap objek penelitian, mengakomodasi kesimpulan dan 

implikasi yang lebih substansial, dalam penelitian deskriptif 

analisis
31

Sumber Data dan Bahan Hukum 

Penelitian yang dilaksanakan menggunakan data primer adalah 

data yang secara personal dikumpulkan sendiri oleh peneliti dari 

rangkuman pertanyaan berikut ini: UU atas dasar data sekunder yang 

sudah ditandatangani dan diarsipkan dalam bentuk dokumen-dokumen, 

misalnya: studi kasus penelitian Nomor 32/PDT/2021/PT YYK 

Republik Indonesia, buku-buku dan jurnal, naskah, literatur, dan karya 

ilmiah lain. 

3. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data utama dalam penelitian adalah 

wawancara yaitu komunikasi, atau dialog antara peneliti dan 

responden. Dan hasil yang diperoleh dari wawancara tersebut 

kemudian dirangkum dan dianalisis secara cermat dalam skripsi ini 

sehingga dapat ditarik kesimpulan yang tepat. Adapun wawancara 

dalam penelitian ini dilakukan dengan PPAT Dwi Fransiska Dweo. 

S.H., M.Kn., atas kasus-kasus yang pernah ditangani mengenai jual 

beli tanah tanpa melibatkan PPAT yang kemudian menimbulkdan 

dampak hukum. Teknik lainnya, adalah dengan studi kepustakaan 
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dengan menggunakan rujukan pada data-data berbasis aturan atau 

produk hukum yang sah dan berkekuatan hukum tetap.  

4. Analisa Data 

Analisis data adalah proses sistematis untuk mengekstraksi, 

menilai, mengatur, memahami, dan mengorganisasikan informasi 

yang terkandung dalam data. Analisis ini adalah langkah awal dalam 

analisis dan perumusan pertanyaan penelitian yang membutuhkan 

data. Analisis data pada dasarnya penting untuk membuat keputusan, 

mengangkat isu, atau mengklarifikasi poin-poin yang diangkat dalam 

konteks penelitian atau analisis yang sedang berlangsung. Adapun 

metode yang akan digunakan dalam penyusunan analisis data yaitu 

sebagaioberikut: 

1. Deduktif, yaitu menganalisis data karakteristik yang relatif stabil 

dan kemudian disempurnakan untuk menjadi output yang spesifik 

dan berkualitas tinggi. 

2. Komparatif, atau analisis data untuk menemukan persamaan dan 

perbedaan secara radial, yang diikuti dengan pertimbangan akhir 

kesimpulan yang memiliki konsep hipotetik. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini, 

yaitu sebagai berikut: 
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BAB I: pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode 

penelitian dan sistematika pembahasan.  

 BAB II: gambaran teoretik berisi pengertian jual beli tanah, 

perjanjian jual beli tanah, harta bergerak dan harta tidak bergerak, dan 

teori mafsadah. 

 BAB III: gambaran umum jual beli tanah tanpa menggunakan 

pejabat akta pembuatan tanah (PPAT) berisi pejabat pembuat akta tanah, 

jual beli tanpa menggunakan PPAT, keuntungan dan kerugian, dan kasus 

jual beli tanah tanpa menggunakan pejabat PPAT. 

 BAB IV: analisi jual beli tanah tanpa menggunakan pejabat akta 

pembuatan tanah (PPAT) berisi risiko yang timbul, penyelesaian jual beli 

yang dilaksanakan dan keabsahan jual beli tanpa melibatkan pejabat PPAT.  

BAB V: Penutip berisi kesimpulan dan saran yang mana ini 

menjadi ihtisar penting hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Saran 

juga menjadi rekomendasi dan manfaat yang ditimbulkan dalam penelitian 

yang telah dilaksanakan.   

Bagian belakang kemudian berisi daftar pustaka beserta lampiran-

lampiran, yang mana  lampiran-lampiran berisi tentang data-data yang 

relavan dengan penelitian ini. Khususnya data pendukung yang memang 

menjadi penjang dalam penelitian ini.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis tentang jual beli tanah dalam perspekti hukum Islam 

yaitu: 

1. Jual beli yang dibuat tidak dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah 

(PPAT) atau tanpa Akta PPAT tidak sah sesuai dengan pasal 1320 KUH-

Perdata yang menjelaskan mengenai jual beli tanah yang syah dengan 

syaratnya, memiliki kehawatiran terjadi sengketa karena tidak dapat 

memunculkan sertifikat hak milik maka kemudian keabsahanya masih di 

ragukan. Namun sesuai dengan pasal 1338 KUH-perdata menyatakan 

bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang 

undang yang membuatnya, setiap perjanjian yang dibuat di bawah tangan 

oleh para pihak adalah sah menurut hukum/UU yang berlak, dan di 

dukung dengan syarst dan rukun jual beli dalam islam itu termasuk sah 

karena sudah memenuhi persyaratan islam 

2. Penyelesaian yang dapat dilakukan oleh pembeli, agar jual beli tanah yang 

di lakukan tanpa akta PPAT dapat mempunyai kekuatan Hukum yang pasti 

dengan meminta putusan Pengadilan Ngegeri yang memberikan kepastian 

hukum kepada penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah dan 

bangunanya di atasnya, Hal ini dapat di lakukan melalui pendaftaran pada 

kantor pertanahan. Dengan putusan pengadilan negeri tersebut, maka 
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pihak PPAT selaku pemegang asli Sertifikat diwajibkan untuk 

menyerahkan sertifikat tanah, Sesuai dengan Strategi Keamanan Nasional 

saat ini, PPAT wajib melakukan proses sertifikasi resmi untuk 

mensertifikasi tanah yang secara efektif dapat mengidentifikasi dan 

mengotentikasi nama penyewa dan pemiliknya. 

3. Resiko jual beli tanah tanpa menggunakan Akta PPAT lebih baik dihindari 

karena dikhawatirkan dapat memunculkan mafsadah yaitu suatu perkara 

yang didalamnya terdapat kerugian, tidak adil dan memunculkan gharar.  
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B. Saran 

Hasil dari kesimpulan kemudian dapat di ambil saran, yang nantinya 

saran tersebut dapat memnjadikan suatu permasalahan menjadi teraratasi 

dengan baik yaitu sebagai berikut: 

1. Bagi Akademik 

Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan 

pengetahuan di bidang hukumkterkait analisis penjualan dan pembelian 

tanpa menggunakan aktak (PPAT) yang berdasarkan hukum Islam. 

Kemudian diharapkan akademis dapat dijadikan sebagai sebuah kemajuan 

pemikiran Islam atas fenomena yang banyak terjadi. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti menyatakan bahwa terdapat cukup banyak data yang 

berkualitas baik, sehingga menghasilkan peningkatan data yang cukup 

tinggi. Peneliti disarankan untuk melanjutkan dengan hati-hati agar 

penelitiannya lebih luas. 
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